BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama diturunkan kemuka bumi fungsi pertamanya adalah mengatur dan
menyelamatkan kehidupan penduduk bumi, sehingga agama bukan merupakan
kumpulan-kumpulan doktrin yang kaku dan selalu mengancam apa yang
seharusnya dilakukan manusia, secara otomatis Islam harus berkenalan dengan
beranekaragam corak tata nilai dan corak struktur sosial. Tidak mustahil Islam
harus hidup di tengah benturan dan pergulatan yang tidak akan pernah selesai,
antara kekuasaan dan kebutuhan, antara problem dan pemecahannya, dimana
jumlahnya semakin banyak dan bervariatif.

Berangkat dari asumsi, bahwa Islam adalah agama langit (samawi) yang
diturunkan ke bumi tempat para manusia tinggal, konsekuensinya Islam harus
menyediakan seperangkat tata nilai yang manusiawi demi memposisikan derajat
manusia sesuai dengan konsep Islami, serta membebaskan manusia dari
penindasan dalam segala lapangan, baik yang dilakukan oleh manusia, agama
maupun kekuasaan, apalagi Islam telah mempunyai komitmen mengasihi manusia
dan lingkungannya sebagai obyek (rahmatal [il’alamiin), maka secara serius ia
harus akrab dengan problem dasar kehidupan, harus mengubah kesadaran

ideologis tadi menjadi realitas sosiologis-historis.



Islam membagi ibadah kedalam tiga skema besar, amaliyah (butuh jerih
payah saja) seperti shalat, maliyah (butuh pengorbanan harta) seperti zakat,
sadaqah, dan wakaf, serta aplikasi dari keduanya seperti haji. Bermuara kepada
ibadah inilah seluruh perbuatan manusia secara syar’i berkembang karena Tuhan
menciptakan manusia sesungguhnya hanya untuk mengabdi kepada-Nya sendiri.'

Wakaf adalah merupakan tindakan sukarela (fabarru’) untuk
mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan
tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah (terus menerus)
artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta
wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dari beberapa nas ayat
al-Qur’an dan al-Hadis yang memerintahkan agar semua manusia selalu berbuat

kebaikan antara lain firman Allah SWT surat Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi :
v.‘l;odl\op;;s:«;»& -°’L;’,o,wu,sﬁu % ,Jn,stsj
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa
saja yang kamu nafkahakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.’
Sedangkan dalil pokok mengenai wakaf adalah berdasarkan Hadis

Rasulullah SAW yang berbunyi:
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Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda: Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka putuslah
pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sadaqah
Jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang selalu mendoakan
baik untuk orang tuanya". (H.R. Muslim)’

Para ulama’ menakwilkan makna sadaqgah jariyah sebagai wakaf, bukan
hal seperti wasiat pemanfaatan yang diperbolehkan. Menurut bahasa,wakaf adalah
menahan atau mencegah, seperti contoh Muhammad menahan diri dari berjalan,
Bakar mencegah anaknya berpergian. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah
sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan
(pemilikan) asal, mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya
untuk kepentingan umum di jalan Allah SWT.*

Perwakafan di Negara Indonesia sebenarnya sudah dilakukan oleh
masyarakat yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini wajar
karena di Indonesia sudah banyak berdiri kerajaan yang menerapkan syari’at
Islam seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasa, dll. Sekalipun lembaga perwakafan
itu berasal dari ajaran agama Islam tetapi sudah menjadi kesepakatan ahli hukum

nasional bahwa lembaga perwakafan merupakan satu topik dalam hukum adat

Indonesia, sebab diterimanya lembaga ini berasal dari suatu kebiasaan dalam

3 Muslim, Sahih Muslim, Jilid I1, h. 14
4 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, h. 635



pergaulan kehidupan mereka, maka tidak jarang orang membangun masjid atau
pesantren bersama-sama bergotong-royong.’

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42
Tahun 2006 tentang Pele menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah “perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syari’ah”. (pasal 1 angka 1).8

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW
sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia.’

Hukum Islam yang berdasar pada al-Qur’an dan as-Sunnah, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat ditemukan dalam kitab-kitab figh, fatwa-
fatwa ulama’, keputusan institusi Islam, dan dalam pranata-pranata sosial
masyarakat.

Disamping itu Islam adalah agama yang memberi tuntunan, bimbingan
aturan bagi manusia dalam dua dimensi hubungannya, yaitu dimensi hubungan
vertikal (habl- minal- nas). Islam sebagai agama yang universal dapat berlaku

disegala waktu, tempat dan keadaan, serta untuk semua manusia di dunia ini.

5 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, h. 96
¢ Depag R, UU RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, 2005, h. 3
7 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 7



Hukum perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah di
atur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dan Undang-Undang
ini merupakan wujud dari adanya hukum perwakafan yang diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam. Yang mana dalam beberapa hal Undang-Undang ini
merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai
dengan hukum Islam.

Persoalan wakaf di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 dilengkapi dengan adanya penambahan yang bersifat yuridis
adminstratif, dengan tujuan mengingatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin
dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri. Misalnya disertai dengan adanya Akta
Tkrar Wakaf (AIW), atau keharusan mendaftarkan harta tanah wakaf kekantor
pertahanan setempat untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf, dan dilibatkannya
saksi-saksi dalam proses ikrar wakaf di KUA (PPAIW) dan menunjukkan nadzir
yang dilengkapi dengan rincian tugas dan tanggung jawabs.

Mengingat pentingnya masalah wakaf, bahwa lembaga wakaf sebagai
pranata keagamaan yang memilih potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola
secara efektif dan efesien untuk kepentingan ibadah serta memajukan
kesejahteraan umum. Dan wakaf sendiri merupakan perbuatan hukum yang telah
lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat dan pengaturannya dengan

lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan.

$ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekornomi Islam, Zakat dan Wakaf, h.101



Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka dipandang
perlu membentuk undang-undang tentang wakaf, ini berarti bahwa segala
sesuatunya tidak hanya memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ajaran
Islam semata-mata nama disamping itu harus memnuhi syarat-syarat formal
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41
Tahun 2004 Tentang wakaf yang dimaksudkan sebagai usaha menertibkan wakaf
untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi.

Wakaf sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial
sebenarnya telah dicontohkan mulai zaman Dinasti Abasiyah, wakaf telah
dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sumber pendapatan negara.
Ketika itu wakaf meliputi berbagai asset semacam; masjid, musholah, sekolah,
tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, di?

Begitu juga dalam perjalanan perwakafan di Indonesia untuk menjadi
instrumen kesejahteraan sosial sungguh masih panjang, maklum di Indonesia citra
tentang wakaf jauh berbeda bila dibanding dengan yang terbentuk di negeri Islam
lain. Di negeri kita ini, wakaf masih identik dengan bentuk wakaf permanen
dengan bentuk semisal, masjid, kuburan atau madrasah itu juga tidak bisa terlepas
dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang dikeluarkan pada tanggal
17 Mei 1977 ya;lg diiringi dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya. Wakaf
telah menjadi salah satu penunjang pembangunan masyarakat Islam terutama

yang menyangkut pengembangan potensi sumber daya manusia. Sedangkan

® Adijani Al- Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia dalam Teori dan Praktek, h. 73



rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya
dibangun di atas tanah wakaf. "

Namun akhir-akhir ini, sekarang wakaf di Indonesia juga mengalami
perkembangan yang dahulu dengan pasal 16 UUW menjelaskan secara enumeratif
bahwa Harta Benda Wakaf itu dapat terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda
bergerak (ayat 1). Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak di sini meliputi:
a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian
bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c.
tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan
rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentun syari’ah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2). Sedangkan yang dimaksud
dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi,
yang meliputi; a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak
atas kekayaan intelektual, f. hak sewa; g. benda bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.!!

Dengan demikian, maka wakaf harus dikenalkan guna kepentingan umum
dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kelangsungan tujuan wakaf.

Untuk tujuan itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan perundang-

© Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, h. 79
1 www.Badilag.net/data/artikelh. 2-3 tanggal 21 September 2008




undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan
wakaf.

Dengan demikian maka memberitahukan arti bahwa perwakafan telah
diatur pemerintah, dan untuk Islam Indonesia wajib melaksanakannya, sebab
bukan saja karena keberadaan peraturan itu tidak bertentangan dengan hukum
Islam melainkan adalah mempertegas dan melengkapi ketentuan-ketentuan wakaf
dalam hukum Islam yang berlaku.

Tinjauan Hukum Islam terhadap wakaf surat utang negara (studi analisis
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Ini cukup menarik untuk dibahas, mengingat
belum jelasnya penjelasan ketentuan wakaf surat utang negara dalam PP No. 42
Tahun 2006. Mengingat masalah ini merupakan fenomena yang marak dikaji,
maka dari sinilah mendorong penulis untuk segera membahasnya dengan melalui

studi hukum Islam.

. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan
pokok adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana ketentuan Wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah

No 42 Tahun 20067



2. Bagaimana Tinjauan Hukum Isalam terhadap Wakaf Surat Utang Negara

dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai wakaf Surat Utang Negara sebenarnya bukan suatu
permasalahan yang dianggap baru, karena banyak para cendekiawan yang telah
membahas mengenai permasalahan wakaf. Tetapi masih banyak perhatian yang
tetap mengarah kesana. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya Undang-Undang
baru mengenai wakaf, yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian yang pernah
dilakukan oleh Ahmad Anton Adi Wijaya ”Studi analisis hukum Islam terhadap
pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf “ Yang
berkesimpulan penjualan atau penukaran harta wakaf sebagian ulama’ ada yang
memperbolehkan dan ada yang melarang. 12

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, adalah akan
membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Surat Utang Negara
(Studi Analisis PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.
41 Tahun 2004 tentang wakaf)”. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang
membedakan dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada Wakaf Surat

Utang Negara (SUN) dan dalam kajiannya penulis memfokuskan pada ketentuan

12 Skripsi Achmad Anton Adi Wijaya, Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 40 UU
No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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Wakaf Surat Utang Nergara tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun

2004 tentang Wakaf.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penulis mengharap ada banyak manfaat yang bisa diambil
atau digunakan publik sebagai disiplin ilmu terutama bidang mu'amalah yang
terkait dengan "Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan
Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan ketentuan Wakaf Surat Utang Negara dalam

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap Wakaf Surat Utang

Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

E. Kegunaan Hasil Penelitian -
Bérkaitan dengan judul diatas, maka pembahasan ini mempunyai dua jenis
kegunaan, yaitu:
1. Secara teoritis
Dapat dijadikan tambahan landasan pemahaman dan acuan terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan pada pembahasan berikutnya tentang hal-

hal yang berkaitan dengan wakaf.
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2. Secara praktis
Dapat digunakan sebagai pandangan baru dikalangan umat Islam
mengenai perwakafan di Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk
pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah

tersebut.

F. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dan menghindari penafsiran dalam memahami arti
dan maksud dari judul skripsi ini, maka akan menjelaskan terlebih dahulu
beberapa istilah di dalamnya yaitu:

1. Hukum Islam adalah pandangan yang berisi peraturan atau ketentuan yang
berkenan dengan kehidupan berdasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadis serta
pendapat para imam madzab dan jumhur ulama’ dalam menyingkapi masalah
tersebut. "

2. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa pengakuan utang
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran
bunga dan pokoknya oleh negara Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.'

3. PP No. 42 Tahun 2004: Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 41

Tahun 2004 tentang Wakaf.

13 Ensiklopedi Umum, h. 476
14 UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, pasal 1 ayat 1,(www.ri.com/UU No.
24 Tahun 2002 tentang SUN)_
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G. Metode Penelitian

Studi ini termasuk dalam kategori kepustakaan (/ibrary research) dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini, yaitu dengan cara
mengadakan kajian pustaka terhadap sumber-sumber data yang mempunyai
keterkaitan dengan permasalahan tersebut dan kemudian dijadikan landasan
dalam penulisan skripsi ini. Yakni, data latar belakang ketentuan Wakaf Surat

Utang Negara dalam PP No. 42 Tahun 2006, serta Tinjauan Hukum Islam

terhadap Wakaf Surat Utang Negara dalam PP No. 42 Tahun 2006.

2. Sumber Data
Untuk mendapatkan data tersebut, maka digunakan sumber data
sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data utama yang bersumber langsung dari Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006.

b. Data sekunder, meliputi data penunjang lainnya yang memiliki keterikatan
pembahasan serta memberikan penjelasan mengenai data primer untuk
menguraikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Diantaranya
meliputi:

1. Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 111, Beirut: Dar Al-Fikr, 1987.
2. As San’ani, Subulus Salam Juz 111, Terjemah ; Abu Bakar
Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995.
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a. Editing yaitu memeriksa kembali secara cermat data-data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian dan keselarasan
satu sama lainnya, relevansi dan keragamannya.

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data-data tersebut sedemikian
rupa sehingga menghasilkan bahan dalam laporan penyusunan skripsi ini
dengan baik.

5. Teknik Analisis Data
Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data tersebut, maka studi
ini lebih ditekankan pada penelitian kepustakaan. Adapun langkah-langkah
teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Deduktif yaitu mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau
generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan
kenyataan yang khusus dari hasil penelitian.

b. Metode Deskriptif Analisis yaitu mengemukakan analisis data melalui

kata-kata, menguraikan kemudian menafsirkan data yang diperoleh.

H. Sistematika Pembahasan
Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka skripsi ini disusun
dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu,
dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
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Bab I, Merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub
bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 11, memuat tinjauan umum tentang perwakafan meliputi: perwakafan
dalam hukum Islam, perwakafan menurut Undang-Undang Republik Indonesia
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab III, memuat pembahasan tentang kondisi perwakafan Surat Utang
Negara di Indonesia.

Bab IV, akan memuat tentang analisis perwakafan Surat Utang Negara di
Indonesia. |

Bab V, merupakan penutup yang akan memaparkan kesimpulan dan

saran-saran yang berisi hasil jawaban dari pokok permasalahan.



